
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah runtuhnya orde baru

hingga  saat  ini  telah  mengembangkan  pemikiran  dari  rakyat  untuk

mengimplementasikan  asas  kedaulatan  rakyat  dengan  berbagai  cara,  sehingga

dalam  setiap  sendi  kehidupan  bernegara  nilai-nilai  kedaulatan  rakyat  selalu

menjadi  jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh kenegaraan Republik

Indonesia. selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada

partisipasi  mereka  dalam  pemilu  untuk  memilih  anggota  legislatif  yang

merupakan  perwujudan  wakil  rakyat,  sehingga  rakyat  menuntut  agar  peranan

rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga

lingkup  pemilihan  lembaga  eksekutif  mulai  dari  lingkup  lembaga  eksekutif

tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan

kedaulatan  rakyat  guna  menghasilkan  pemerintahan  Negara  yang  demokratis

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar

1945  dalam Pasal  1  ayat  (2)  menyatakan  bahwa “kedaulatan  berada  ditangan

rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar”.  Penyelenggaraan

pemilihan  umum secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dapat

terwujud  apabila  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pemilihan  umum  yang

mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Akuntabiltas  berarti  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan

Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya
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kepada  publik  baik  secara  politik  maupun  secara  hukum.  Bertanggung  jawab

secara politik  berarti  setiap unsur yang terlibat  dalam penyelenggaraan Pemilu

mempunyai  kewajiban  menjelaskan  kepada  masyarakat  fungsinya  dan  alasan

tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak yang

diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik

wajib  tunduk  pada  proses  penegakan  hukum  berdasarkan  asas  praduga  tak

bersalah dan asas due process of law yang diatur dalam KUHAP.

Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu

di  Negara demokrasi  adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh

lembaga yang mandiri dari pemerintah.

Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  Pasal  22  ayat  (5)  menggariskan

bahwa “pemilihan  umum diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.  Sifat nasional mencerminkan bahwa

wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum

mencakup  seluruh  wilayah  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Sifat  tetap

menunjukkan  KPU  sebagai  lembaga  yang  menjalankan  tugas  secara

berkesinambungan meskipun dibatasi  oleh masa jabatan tertentu.  Sifat  mandiri

menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan

umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Sedangkan  pengawasan  dari  penyelenggaraan  Pemilu  tersebut  diberikan

kepada Badan Pengawasan Pemilu  (Bawaslu)  dan jajaran  di  bawahnya Panitia

Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).Pemilu merupakan satu-satunya prosedur

demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk
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melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi

kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama

tanpa melalui kekerasan (chaos) dan kudeta.

Melalui  pemilu  rakyat  dapat  menentukan  sikap  politiknya  untuk  tetap

percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan

kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta

akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik

yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis

dan benar-benar mewakili  kepentingan masyarakat pemilih.  Karenanya, Pemilu

2009  yang  sedang  berlangsung  ,  tidak  dapat  lagi  disebut  sebagai  eksperimen

demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang

dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri.

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar.

Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai

‘demokrasi  seolah-olah’,  pemilu  yang  sedang  berlangsung  sekarang  sebagai

pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang

demokratis. Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan

kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yakni :

1. Universalitas (Universality)

Karena  nilai-nilai  demokrasi  merupakan  nilai  universal,  maka  pemilu

yang  demokratis  juga  harus  dapat  diukur  secara  universal.  Artinya  konsep,

sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-

kaedah demokrasi universal itu sendiri.
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2. Kesetaraan (Equality)

Pemilu  yang  demokratis  harus  mampu  menjamin  kesetaraan  antara

masing-masing kontestan untuk berkompetisi.  Salah satu unsur penting yang

akan  mengganjal  prinsip  kesetaraan  ini  adalah  timpangnya  kekuasaan  dan

kekuatan  sumber  daya  yang  dimiliki  kontestan  pemilu.  Secara  sederhana,

antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya

memiliki kesenjangan sumber daya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu

seharusnya dapat meminimalisir terjadinya political inequality.

3. Kebebasan (Freedom)

Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan

sikap  politiknya  tanpa  adanya  tekanan,  intimidasi,  iming-iming  pemberian

hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka.  Jika hal demikian

terjadi  dalam  pelaksanaan  pemilu,  maka  pelakunya  harus  diancam  dengan

sanksi pidana pemilu yang berat.

4. Kerahasiaan (Secrecy)

Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui

oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu

prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

5. Transparansi (Transparency)

Segala  hal  yang  terkait  dengan  aktivitas  pemilu  harus  berlandaskan

prinsip  transparansi,  baik  KPU,  peserta  pemilu  maupun  Pengawas  Pemilu.

Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumber

daya. KPU harus dapat meyakinkan publik dan peserta pemilu bahwa mereka
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adalah lembaga independen yang kan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan

tidak berpihak (imparsial). Pengawas dan pemantau pemilu juga harus mampu

menempatkan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah satu

peserta  pemilu.  Sementara  peserta  pemilu  harus  dapat  menjelaskan  kepada

publik  darimana,  berapa  dan  siapa  yang  menjadi  donator  untuk  membiayai

aktivitas kampanye pemilu mereka. Bagaimana sistem rekrutmen kandidat dan

proses  regenarasi  politik  yang  ditempuh  sehingga  semua  pihak  memiliki

peluang yang sama untuk dipilih sebagai kandidat wakil rakyat1.

Pengawasan  menjadi  salah  satu  komponen  penting  dalam  menentukan

berhasil  atau  tidaknya  sebuah pemilu.  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) dan

Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  pada  semua  tingkatan  memiliki  peran

penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung,

umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku. Peranan tersebut harus secara optimal dilakukan dalam

mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan aturan bagi semua

bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung.

Kehadiran  Bawaslu  menurut  sistem  pemilu  di  Indonesia  merupakan  hal

yang  baru,  pasca  disahkannya  UU No.22 Tahun  2007  tentang  Penyelenggara

Pemilu format pengawasan pemilu mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Pemilu sebelumnya yang merujuk kepada UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu

1 J. ciptabud, peran dan fungsi panwaslu, 
https://panwascamlawang.wordpress.com /2013/04/03/fungsi-dan-
peran-panwaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-
dari-aspek-yuridis-oleh-j-tjiptabudy/, diunduh pada 5 maret 2018, pukul
15.30.
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Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD,  pengawasan  pemilu  dilakukan  oleh  Panitia

Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bersifat ad hoc atau sementara.

Bawaslu  merupakan  lembaga  negara  yang  memiliki  ruang lingkup  tugas

hampir  sama  dengan  Panwaslu  (pada  Pemilu  2004)  yaitu  mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di  seluruh wilayah Republik Indonesia,  tetapi  bersifat

tetap. Ketentuan ini hanya berlaku untuk tingkat pusat, yakni Bawaslu saja, pada

tingkat  provinsi,  kabupaten/kota  sampai  kecamatan  tetap  menggunakan  istilah

Panwaslu yang bersifat ad hoc.

Panwaslu  dalam  melakukan  tugas  dan  wewenang  pengawasan  pemilu

memerlukan keseriusan untuk mengatasi bila terjadi sengketa yang timbul dalam

berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu. Secara normatif, tugas dan wewenang

Bawaslu dan Panwaslu diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007.

Bawaslu dan Panwaslu memiliki  kewenangan dalam melaksanakan tugas

untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang

mengandung unsur pidana pemilu kepada yang berwenang. Karenanya menjadi

suatu  keharusan  Bawaslu  untuk  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  terkait,

terutama lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan, sehingga dalam

meneruskan temuan atau laporan pemilu bisa di respon dengan cepat dan baik

juga dibantu oleh lembaga penegak hukum tersebut.

Selain itu  Bawaslu juga memiliki kewajiban di antaranya untuk bersikap

tidak  diskriminatif  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  melakukan

pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pengawas  pemilu  pada  tingkatan  di

bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
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adanya  pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan

mengenai pemilu.

Beberapa  faktor  yang  akan  menentukan  sukses  tidaknya  Bawaslu  dalam

menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  yaitu  harus  menjadi  lembaga

independen/nonpartisan, serta memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami

dan menangani masalah-masalah pelanggaran pelanggaran Pemilu, juga mendapat

dukungan dari instansi penegak hukum terkait dan dukungan masyarakat luas.

Mengingat posisi  penting Bawaslu dalam menyukseskan pemilu,  maka di

dalamnya  harus  yang  diisi  oleh  orang-orang  yang  punya  integritas,  dedikasi

tinggi,  kredibel,  kapabel  dan  memiliki  komitmen  moral  kuat  untuk  bersikap

independen melalui proses perekrutan politik yang dilakukan secara selektif, fair

serta  terbuka  sehingga  kinerjanya  memiliki  kredibilitas  yang  baik  dan  dapat

dipertanggungjawabkan di mata publik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui melalui

penelitian  dalam  bentuk  penulisan  skripsi  yang  berjudul  : KEDUDUKAN,

WEWENANG,  TUGAS,  DAN  FUNGSI  BADAN  PENGAWAS  PEMILU

(BAWASLU)  DALAM  PENGAWASAN  PEMILU  DI  JAWA  BARAT

BERDASARKAN  DENGAN  UNDANG-UNDANG  NO.  7  TAHUN  2017

TENTANG PEMILU.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar  belakang penelitian  di  atas  yang telah penulis  uraikan,

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu  menurut

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU ?

2. Apa kendala yang di hadapi Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan

tugas, wewenang dan fungsinya ?

3. Apa  Upaya  yang  dilakukan  Badan  Pengawas  Pemilu  dalam menghadapi

kendala dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  wewenang,  Tugas  dan  Fungsi  Badan

Pengawas  Pemilu   menurut  Undang-Undang  No.  7  Tahun 2017 Tentang

PEMILU.

2. Untuk  mengetahui  kendala  yang  di  hadapi  Bawaslu  dalam  menjalankan

tugas, wewenang dan fungsinya.

3. Untuk  mengetahui  upaya  yang  dilakukan  Bawaslu  dalam  menghadapi

kendala tersebut.
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D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Manfaat Teoritis  

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  sumbangan

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta Hukum

Tata  Negara  pada  khususnya,  terutama yang berkaitan  dengan Peran  dan

Fungsi  Badan  Pengawas  Pemilu  dalam melakukan  Pengawasan  terhadap

Pemilu di Indonesia menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang

PEMILU.

2. Manfaat Praktis  

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  akurat

kepada Masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi

praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai Peran dan Fungsi

Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan terhadap Pemilu di

Indonesia menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum (Rechtstaat) sebagaimana tercantum di

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara

Indonesia  adalah Negara Hukum”. berarti  Indonesia  menjunjung tinggi  hukum

dan kedaulatan hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berkehendak untuk

mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Berkenaan dengan adanya
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peraturan perundang-undangan di  atas  serta  menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,

usaha  pembaharuan  hukum sebaiknya  dimulai  dengan  konsepsi  bahwa hukum

merupakan  sarana  pembaharuan  masyarakat.  Hukum harus  dapat  menjadi  alat

untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (social engineering),  artinya

hukum dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada

keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya2.

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara, hal ini di

tegaskan dalam UUD 1945 pasal 6A ayat (1) yang berbunyi : “Presiden dan Wakil

Presiden  dipilih  langsung  dalam satu  pasangan  secara  langsung  oleh  rakyat”.

Salah  satu  tujuan  reformasi  adalah  mewujudkan  Indonesia  baru  yang  lebih

demokratis,  dengan mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat.  Kedaulatan itu

selama ini berada di tangan Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR.

Bicara  soal  Pemilu,  Indonesia  mengenal  asas  penyelenggaraan  yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun

sekali. Ini sesuai dengan amat UUD 1945 pasal 22E ayat (1) dan (5)bahwa dalam

penyelenggaraannya  tidak  lepas  dari  peran  KPU selaku  Penyelenggara  pemilu

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Meskipun  demikian,  dalam  UUD  1945  lebih  mengenal  KPU  selaku

penyelenggara  Pemilu.  Namun  pada  praktiknya  ,  pelaksanaan  Pemilu  baik

Legislatif maupun Eksekutif dikenal juga Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Meskipun tidak diatur secara tegas di dalam Konstitusi, keberadaan Bawaslu

dilihat  dari  aspek  Kelembagaan  mempunyai  Kedudukan  yang  sama  di  dalam

2 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, 
(Bandung : Bina Cipta, 1976), hlm. 8-9.
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penyelenggaraan  pemilu.  Keduanya  Mitra  dan  saling  bekerja  sama  dalam

Mewujudkan Pemilu yang berkualitas, bedanya hanya pada tugas dan fungsinya

saja.

KPU  dapat  diistilahkan  sebagai  “even  organizer”  yang  merencanakan,

menyusun  dan  Menyelenggarakan  Hajatan  pesta  demokrasi,  baik  Legislatif

maupun  Eksekutif.  Sementara  Bawaslu  bertindak  sebagai  “wasit”  yang

mengawasi  jalannya  pertandingan,  agar  pertandingan  yang  dilakukan  para

kandidat dan timnya tetap berada pada koridor hukum, termasuk juga kegiatan

yang dilakukan KPU.

Dalam  Pasal  1  Ayat  (15)  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2007  Tentang

Penyelenggaraan  Pemilu  menegaskan  tugas  dan  kewenangan  Bawaslu,  adapun

bunyi pasal tersebut yaitu “Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu,

adalah  badan  yang  bertugas  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari  Pasal  di  atas  tersebut   dapat  kita  simpulkan bahwa Bawaslu adalah

satu-satunya  Lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengawasi  Pesta

demokrasi di Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan

oleh Undang-undang.

Adapun  kendala  yang  sering  dihadapi  Bawaslu  dalam  penanganan

pelanggaran Pemilu adalah pelanggaran diwilayah administrasi. Hal ini membuat

Bawaslu sedikit tidak maksimal karena berbicara regulasi yang kurang memadai,

sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran tersebut belum teratasi.

Adapun beberapa teori yang bersangkutan dengan judul skripsi yang akan
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penulis paparkan, antara lain :

1. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi terdiri  dari  dua kata Yunani,  yaitu  demos

yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan  cratein atau  cratos yang

berarti  kekuasaan  atau  kedaulatan.  Demos-cratein atau  demos-cratos

(demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan  dari rakyat, oleh rakyat,

dan untuk rakyat. Henry B. Mayo dalam An Introduction to Democratic Theory

(1960: 70),memberikan pengertian demokrasi, sebagai: A democratic political

system  is  one  in  which  public  politicies  are  made  on  majority  basis,  by

representatives subject to effective popular control at periodic elections which

are conducted on the principle of political equality and under conditions of

political freedom3.

Rumusan tersebut memberikan sifat  pemahaman umum terhadap suatu

negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu:

a. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai elemen-

elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

b. Orang-orang  yang  memegang  kekuasaan  atas  nama  demokrasi  dapat

mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum.

c. Kekuasaan  untuk  mengatur  dalam  bentuk  aturan  hukum  tersebut

diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan

diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa.

3 Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory (1960: 70).



13

Pemahaman  di  atas  menegaskan  bahwa  pengawasan  terhadap  proses

perebutan  dan  pelaksanaan  kekuasaan  sangatlah  penting,  sehingga  roda

pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  tertib  dan  lancar.  Sistem

pengawasanterhadap perebutan kekuasaan harus diperketat untuk menghindari

kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung

jawab.

Pengertian pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan

SH  menyatakan  sebagai  berikut;  “  Control  is  to  determine  what  is

accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in

keeping  with  the  plan” Dalam pengertiannya  pengawasan  menitik  beratkan

pada  tindakan  evaluasi  serta  koreksi  terhadap  hasil  yang  dicapai,  dengan

maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan

pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang

berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut

menghasilkan sesuatu4.

Pengawasan Pemilihan Umum adalah upaya untuk mengawal jalannya

pelaksanaan Pemilihan Umum agar proses dan tahapannya berlangsung dengan

jujur, adil, demokratis serta tidak melanggar perundang-undangan. Hal tersebut

dilakukan  dengan  cara  mengamati,  mengkaji  dan  memeriksa  proses

penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 32 tahun 2002 tentang Pemerintahan

Daerah).

4 Musfialdy, mekanisme pengawasan pemilu di Indonesia,  
http://musfialdy.blogspot.co.id     /2012/05/mekanisme-pengawasan-
pemilu-di.html diunduh pada 5 mei 2018, pukul 15.30.

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/d8pabh8p2ryvl01f/o_1cr2okr8p5s08dk1ahf1gdr11bgv/HYPERLINK
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/d8pabh8p2ryvl01f/o_1cr2okr8p5s08dk1ahf1gdr11bgv/HYPERLINK
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2. Teori pengawasan

Menurut  George  R.  Tery5 mengartikan  pengawasan  sebagai

mendeterminasi  apa  yang  telah  dilaksanakan,  artinya  mengevaluasi  prestasi

kerja  dan  apabila  perlu,  dengan  menerapkan  tindakan-tindakan  korektif

sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut  T. Hani Handoko adalah proses untuk menjamin

bahwa  tujuan  tujuan  organisasi  dan  manajemen  tercapai  dimana  hubungan

yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan

organisasi  untuk  menjamin  agar  supaya  semua  pekerjaan  yang  sedang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut  Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi  3  tipe

pengawasan6 yaitu :

a. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control)

Pengawasan  pendahuluan  (preliminary  control),  yakni  pengawasan

yang  terjadi  sebelum  kerja  dilakukan.  Dimana  pengawasan  pendahuluan

bisa  menghilangkan  penyimpangan  penting  pada  kerja  yang  diinginkan,

5 Topo santoso, tindak pidana pemilu, sinar grafika, jakarta, 2006, hlm. 
36.

6 Donelly, 1996, model lembaga pemyelenggara pemilu di dunia, jurnal
Lembaga Penyelenggara Pemilu, hlm 12.
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yang  dihasilkan  sebelum  penyimpangan  tersebut  terjadi.  Pengawasan

pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial  untuk memperbesar

kemungkinan hasil  aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan

hasil-hasil yang direncanakan.

Memusatkan  perhatian  pada  masalah  mencegah  timbulnya  deviasi-

deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan

pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat

pekerjaan  yang  ditetapkan  oleh  struktur  organisasi  yang  bersangkutan.

Diharapkan dengan manajemen akan menciptakan kebijakan dan prosedur

serta  aturan  yang  ditujukan  untuk  menghilangkan  perilaku  yang

menyebabkan hasil  kerja  yang tidak diinginkan.  Dengan demikian,  maka

kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang.

Pengawasan pendahuluan meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya

manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan

modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya financial.

b. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (Cocurrent Control)

Pengawasan pada saat  kerja berlangsung (cocurrent  control)  adalah

Pengawasan  yang  terjadi  ketika  pekerjaan  dilaksanakan.  Memonitor

pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai.

Cocurrent  control terutama  terdiri  dari  tindakan  para  supervisor  yang

mengarahkan  pekerjaan  para  bawahan  mereka.  Direction berhubungan

dengan tindakan-tindakan  para  manajer  sewaktu  mereka  berupaya  untuk.

Mengajarkan  kepada  para  bawahan  mereka  bagaimana  cara  penerapan
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metode serta  prosedur  yang tepat  dan mengawasi  pekerjaan mereka agar

pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Pengawasan Feed Back (Feed Back Control)

Pengawasan Feed Back (feed back control) yaitu pengawasan dengan

mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur

penyimpangan  yang  mungkin  terjadi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar.

Pengawasan  yang  dipusatkan  pada  kinerja  organisasional  dimasa  lalu.

Tindakan korektif  ditujukan ke  arah  proses  pembelian  sumber  daya  atau

operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan feed back (umpan balik)

adalah  bahwa  dipusatkan  perhatian  pada  hasil-hasil  historikal,  sebagai

landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Menurut  James  Af  Stoner  dan  R.  Edward  Freeman  pengawasan

merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana berikut ini,

yaitu:  fungsi  perencanaan (Planning),  fungsi  pengorganisasian (Organizing),

fungsi  pelaksanaan  (Actuating)  dan  fungsi  pengawasan  (Controlling).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi  penting dalam fungsi  manajemen.

Hal dikarenakan tanpa pengawasan, fungsi yang lain tidak akan berjalan secara

efisien, efektif dan maksimal. Boleh dikatakan bahwa masing-masing fungsi

manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan sistemik,

sehingga saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain.

Pengawasan  juga  merupakan  suatu  cara  agar  tujuan  dapat  tercapai

dengan  baik.  Biasanya  teori  pengawasan  dalam  manajemen  dipakai  oleh

banyak perusahaan-perusahaan untuk mencapai  tujuannya.  Dalam penelitian
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ini  konsep  pengawasan  digunakan  bukan  sebuah  perusahaan  tetapi  sebuah

lembaga  yang melakukan pengawasan pemilu  yakni  BAWASLU.  Meskipun

banyak para ahli membangun teori pengawasan dalam perusahaan-perusahaan,

namun dalam hal ini pengawasan berlaku pada level teori untuk menganalisis

penelitian  ini.  Kemudian  banyak  para  ahli  yang  mengungkapkan  tentang

pengawasan seperti Mathis dan Jackson, yang menjelaskan bahwa pengawasan

merupakan  cara  untuk  memantau  kinerja  agar  tercapai  tujuan  organisasi.

Dengan cara, sikap, sistem dan ruang lingkup organisasi.  Definisi ini sangat

terpaku pada pengawasan sebuah perusahaan.

Menurut  Harahap7 bahwa  pengawasan  merupakan  suatu  cara  yang

digunakan  seorang  atasan  untuk  mengawasi  anak  buahnya.  Sama  halnya

dengan Simbolon, pengawasan merupakan hal penting dimana pimpinan atau

manajer ingin mengevaluasi hasil pekerjaan stafnya. Dessler, menyatakan juga

bahwa pengawasan  merupakan  sebuah  tindakan  untuk  mengoreksi  terhadap

hal-hal yang dilakukan.

Pendapat  para  ahli  di  atas  cenderung  kepada  pengawasan  terhadap

perusahaan,  tentu  berbeda  dengan  pengawasan  yang  dimaksudkan  dalam

penelitian  ini.  Pengawasan  Pemilu  oleh  BAWASLU  bertujuan  untuk

menghentikan,  mendeteksi  dan  menindaklanjuti  pelanggaran  pemilu  yang

terjadi.  Dalam teori  manajemen,  pengawasan  tidak  hanya  pada  perusahaan,

tetapi dalam sebuah organisasi termasuk BAWASLU. Sebuah organisasi yang

7 Topo santoso, loc.cit.
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terdapat orang-orang di dalamnya untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan.

3. Teori Lembaga Negara

Dalam  perkembangan  sejarah,  teori  dan  pemikiran  tentang

pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat

pesat8. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan

itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau

nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam

itu  merupakan  kenyataan  yang  tak  terelakkan  karena  tuntutan  keadaan  dan

kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan

budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme

yang semakin kompleks dewasa ini.

Sebenarnya,  semua  corak,  bentuk,  bangunan,  dan  struktur  organisasi

yang  ada  hanyalah  mencerminkan  respons  negara  dan  para  pengambil

keputusan  (decision  makers)  dalam  suatu  negara  dalam  mengorganisasikan

berbagai  kepentingan  yang  timbul  dalam  masyarakat  negara  yang

bersangkutan.

Kepentingan-kepentingan yang timbul  itu  berkembang sangat  dinamis,

maka  corak  organisasi  negaranya  juga  berkembang  dengan  dinamikanya

sendiri.  Sebelum  abad  ke-19,  sebagai  reaksi  terhadap  kuatnya  cengkraman

kekuasaan  para  raja  di  Eropa,  timbul  revolusi  di  berbagai  negara  yang

menuntut  kebebasan  lebih  bebas  bagi  rakyat  dalam  menghadapi  penguasa

8 Stephen P. Rob-bins, Organization Theory: Structure Designs and Applications, 3rd 
edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990. dalam Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan 
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 1.
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negara. Ketika itu, berkembang luas pengertian bahwa “the least government is

the best government” menurut doktrin nachwachtersstaat9.

Tugas  negara  dibatasi  seminimal  mungkin,  seolah-olah  cukuplah  jika

negara bertindak seperti hansip yang menjaga keamanan pada malam hari saja.

Itulah yang dimaksud dengan istilah nachwachatersstaat (negara jaga malam).

Namun,  selanjutnya,  pada  abad  ke-19  ketika  dari  banyak  dan  luasnya

gelombang  kemiskinan  di  hampir  seluruh  negara  Eropa  yang  tidak  terurus

sama sekali oleh pemerintahan negara-negara yang diidealkan hanya menjaga

penjaga malam itu, muncullah pandangan baru secara meluas, yaitu sosialisme

yang menganjurkan tanggung jawab negara yang lebih besar untuk menangani

soal-soal  kesejahteraan  masyarakat  luas.  Karena  itu,  muncul  pula  doktrin

welfare state atau negara kesejahteraan dalam alam pikiran umat manusia.

a. Trias Politica Lembaga Negara

Secara  sederhana,  istilah  organ  negara  atau  lembaga  negara  dapat

dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat,

atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non Pemerintah yang dalam

bahasa  Inggris  disebut  Non-Government  Organization atau  Non-

Governmental  Organizations  (NGO’s).  Oleh  sebab  itu,  lembaga  apa  saja

yang dibentuk bukan sebagai lembaga ma-syarakat dapat kita sebut sebagai

lembaga negara.  Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif,

9 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 58.
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eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.

Konsepsi  tentang  lembaga  negara  ini  dalam bahasa  Belanda  biasa

disebut  staatsorgaan.  Dalam  bahasa  Indonesia  hal  itu  identik  dengan

lembaga  negara,  badan  negara,  atau  disebut  juga  dengan  organ  negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai (i)

asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu);  (ii)  bentuk asli  (rupa,

wujud);  (iii)  acuan,  ikatan;  (iv)  badan  atau  organisasi  yang  bertujuan

melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola

perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur10.

Dalam  Kamus  Hukum  Belanda-Indonesia,  kata  staatsorgaan itu

diterjemahkan  sebagai  alat  perlengkapan  negara.  Dalam  Kamus  Hukum

Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, kata  orgaan

juga  diartikan  sebagai  perlengkapan.  Karena  itu,  istilah  lembaga  negara,

organ  negara,  badan  negara,  dan  alat  perlengkapan  negara  seringkali

dipertukarkan  satu  sama  lain.  Akan  tetapi,  menurut  Natabaya,  penyusun

UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah

badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Untuk maksud yang

sama,  Konstitusi  RIS  (Republik  Indonesia  Serikat)  tahun  1949  tidak

menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan negara. Sedangkan UUD

1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR

sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Jimly Asshiddiqie , Menjaga Denyut Nadi 
Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, 
hlm. 60-61.
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lembaga negara, organ negara, dan badan Negara.

Menurut Montesquieu11, “Di setiap negara, selalu terdapat tiga cabang

kekuasaan  yang  diorganisasikan  ke  dalam  struktur  pemerintahan,  yaitu

kekuasaan  legislatif,  dan  kekuasaan  eksekutif  yang  berhubungan  dengan

pembentukan  hukum atau  undang-undang negara,  dan  cabang  kekuasaan

eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.” 

Menurut  Lee  Cameron  McDonald12,  yang  dimaksudkan  oleh

Montesquieu  dengan  perkataan cabang  kekuasaan  eksekutif  yang

berhubungan  dengan  penerapan  hukum  sipil  itu  tidak  lain  adalah  the

judiciary. Ketiga fungsi kekuasaan tersebut, yaitu legislature, eksekutif atau

pemerintah, dan judiciary. 

Konsepsi  trias politica yang di idealkan oleh Montesquieu ini  jelas

tidak  relevan  lagi  dewasa  ini,  mengingat  tidak  mungkin  lagi

mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara

eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. kenyataan

dewasa  menunjukkan bahwa hubungan  antar  cabang kekuasaan  itu  tidak

mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat Sederajat

dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and

balances.

b. Pemahaman Tentang Lembaga Negara

Lembaga  negara  terkadang  disebut  dengan  istilah  lembaga

11 Jimly Asshiddiqie, op.cit, hlm. 34

12 Jimly Asshiddiqie, loc.cit.
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pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara

saja.  Ada  yang  dibentuk  berdasarkan  atau  karena  diberi  kekuasaan  oleh

UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan

bahkan  ada  pula  yang  hanya  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden.

Hirarki  atau  ranking  kedudukannya  tentu  saja  tergantung  pada  derajat

pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga  negara  yang  diatur  dan  dibentuk  oleh  UUD  merupakan

organ  konstitusi,  sedangkan  yang  dibentuk  berdasarkan  UU  merupakan

organ  UU,  sementara  yang  hanya  dibentuk  karena  keputusan  presiden

tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap

pejabat  yang duduk di  dalamnya.  Demikian pula jika lembaga dimaksud

dibentuk dan diberi  kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah,  tentu lebih

rendah lagi tingkatannya. konsep pemerintah dan pemerintahan dalam UUD

1945 sebelum perubahan mencakup  pengertian  yang  luas,  seperti  halnya

dalam bahasa Inggris Amerika dengan kata  government. Dalam Konstitusi

Amerika Serikat, kata The Government of the United States of America jelas

dimaksudkan  mencakup  pengertian  pemerintahan  oleh Presiden  dan

Kongres  Amerika  Serikat.  Artinya,  kata  government itu  bukan  hanya

mencakup pemerintah dan pemerintahan eksekutif.

Persoalan konstitusionalitas lembaga negara itu tidak selalu berkaitan

dengan persoalan derajat hirarkis antara lembaga yang lebih tinggi atau yang

lebih  rendah  kedudukannya  secara  konstitusional.  Persoalan  yang  juga
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relevan  dengan  tugas  Mahkamah  Konstitusi  ialah  persoalan  apa  dan

bagaimana Undang-Undang Dasar mengatur dan menentukan hal-hal yang

berkaitan dengan lembaga negara dimaksud. Meskipun kedudukannya lebih

rendah  dari  lembaga  konstitusional  yang  biasa,  tetapi  selama  ketentuan

mengenai lembaga yang bersangkutan diatur dalam Undang-Undang Dasar,

berarti  lembaga  yang  bersangkutan  bersangkutan  dengan  persoalan

konstitusionalitas.  Jika dalam rangka pelaksanaan amanat  undang-undang

dasar  yang  terkait  dengan  keberadaan  lembaga  yang  bersangkutan

menimbulkan  konflik  hukum  (legal  dispute)  atau  sengketa  kewenangan

konstitusional dengan lembaga negara lainnya, maka untuk menyelesaikan

persengketaan  semacam itu  termasuk  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi

untuk memutusnya13.

Dari  setidaknya  ke-34  lembaga  Negara  yang  disebutkan  dalam

Undang- Undang Dasar  1945,  ada yang substansi  kewenangannya belum

ditentukan  dalam  Undang-  Undang  Dasar  1945,  misalnya  bank  sentral.

Dalam Pasal  23D Undang-Undang Dasar  1945 hanya ditentukan,  negara

memiliki  suatu  bank  sentral  yang  susunan,  kedudukan,  kewenangan,

tanggung  jawab,  dan  independensinya  diatur  dengan  undang-undang.

Artinya, apa yang menjadi kewenangan bank sentral itu sendiri masih akan

diatur  dengan  undang-undang.  Artinya,  UUD  sama  sekali  belum

memberikan kewenangan apa-apa kepada bank sentral yang oleh UU dan

oleh kebiasaan sejarah selama ini disebut Bank Indonesia. UUD 1945 hanya

13 Ibid, hlm. 54
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menyebutkan  sifat  dari  kewenangan  bank  sentral  itu  yang  dinyatakan

bersifat  independen,  meskipun  independensinya  itu  sendiri  masih  harus

diatur  dalam  undang-undang.  Sedangkan  komisi  pemilihan  umum,

meskipun  namanya  belum  disebut  secara  pasti,  tetapi  kewenangannya

sebagai penyelenggara sudah ditegaskan. Dalam Pasal 22E ayat (5) UUD

1945 ditentukan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa

komisi  pemilihan  umum  itu  adalah  penyelenggara  pemilu,  dan  sebagai

penyelenggara ia bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen).

Organ atau lembaga-lembaga selain bank sentral dan komisi pemilihan

umum tersebut pada umumnya disebut tegas namanya dengan kewenangan

yang ditentukan dengan jelas pula dalam UUD 1945. Dapat dikatakan, dari

34  lembaga  negara  yang  telah  diuraikan  di  atas,  ada  28  lembaga  yang

kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara inilah

yang  dapat  disebut  sebagai  lembaga  negara  yang  memiliki  kewenangan

konstitusional  atau  yang  kewenangannya  diberikan  secara  eksplisit  oleh

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Pengertian Pemilu

Pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194514.

5. Pengertian Bawaslu

Badan  Pengawas  Pemilu  atau  Bawaslu  adalah  badan  yang  bertugas

mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan

Republik Indonesia15.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada

metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  dengan  jalan  menganalisanya.

Kecuali  itu,  maka  juga  diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam terhadap  fakta

hukum  tersebut,  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas

permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di  dalam gejala  yang  bersangkutan16.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan  judul  dan  identifikasi  masalah,  penelitian  ini  bersifat

deskriptif  analisis  yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan

yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori  hukum  dan  praktik  pelaksanaannya

secara  sistematis,  lengkap  dan  logis  untuk  memperoleh  gambaran  yang

14 Wikipedia, pengertian pemilu, 
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum, diunduh pada 8 mei 
2018, pukul 16.09.

15 Wikipedia, pengertian bawaslu,  
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas _Pemilihan_Umum, 
diunduh pada 8 mei 2018, pukul 16.19.

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 43.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas%20_Pemilihan_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum
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menyeluruh17.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum

normatif dimana dilakukan penelitian terhadap studi kasus yang kemudian

membahasnya  dengan  menggunakan  bahan  bacaan  yang  diperoleh  dari

berbagai sumber.

2. Metode Pendekatan

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu

penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data

yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis18.

Di  dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan,  dengan

pendekatan  tersebut  peneliti  akan  mendapatkan  informasi  dari  berbagai

aspek  mengenai  isu  yang  sedang  dicoba  untuk  dicari  jawabannya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah

pendekatan  Undang-undang  (statute  approach),  pendekatan  kasus

(caseapproach),  pendekatan  komperatif  (comparative  approach),  dan

pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)19.Berdasarkan  hal  tersabut

maka  dalam  penelitian  ini  penulis  bermaksud  melakukan  pendekatan-

pendekatan  yuridis  normatif,  maksudnya  hukum  dikonsepsikan  sebagai

17 Moch.Nazir, metode penitian hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005,
hlm. 55.

18 Ronny hanitijo soemitro, metodologi penelitian hukum dan juri 
metri, Jakarta, Ghalia, Indonesia, hlm. 57.

19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, kencana,  Jakarta, 2010, 
hlm. 93.
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norma, kaidah, asas, atau dogma- dogma, yang disertai dengan contoh kasus

atau  undang-undang.  Metode  pendekatan  merupakan  prosedur  penelitian

logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari

data  yang  diperoleh  berdasarkan  pengamatan  kepustakaan,  data  sekunder

yang  kemudian  disusun,  dijelaskan  dan  dianalisis  dengan  memberikan

kesimpulan20.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi

mengenai  apa  yang  seyogyanya,  diperlukan  sumber-sumber  penelitian.

Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan  Hukum  Primer,  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat

autoritatif  artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan-bahan  hukum primer

terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.  Publikasi  tentang

hukum meliputi  buku-buku teks,  kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Menurut Ronny hanitijo soemitro yang dimaksud dengan penelitian

20 Jhony Ibrahim, Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , 
Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.
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kepustakaan  adalah  “penelitian  terhadap  data  sekunder.  Data  sekunder

dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat

dibedakan menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier”21.

Melalui  tahap  kepustakaan  ini,  penulis  lebih  mengutamakan

penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian

normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai

inventarisasi  data-data  yang  diperoleh  penulis  selama  melakukan

penelitian  dan  menginventarisasi  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat

dari  para  sarjana  hukum  yang  erat  kaitannya  dengan  masalah  yang

dibahas oleh penulis.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Penelitian  lapangan  yaitu  memperoleh  data  primer  untuk

mendukung  data  pelengkap22.  Selain  dengan  menggunakan  studi

kepustakaan  (libraryresearch),  dalam  penelitian  penulis  juga

menggunakan  studi  ataupenelitian  lapangan  yang  dilakukan  sebagai

penunjang  data  kepustakaan  yang  telah  ditemukan  oleh  penulis.  Studi

lapangan ini menggunakan data primer.

4. Teknik Pengumpul Data

21 Ronny hanitijo soemitro, metodologi penelitian hukum dan jurimetri,
hlm. 12.

22 Ronny hanitijo, op.cit, hlm. 98.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui

penelaah  data  yang  diperoleh  dalam  peraturan  perundang-undangan,  buku,

teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain melalui inventarisasi

data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang

terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan

lain  atau  tidak,  serta  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi

lapangan  dengan  mendapatkan  data  primer  sebagai  pelengkap  dari  data

sekunder yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti   sebagai   instrumen   utama   dalam   pengumpulan   data

kepustakaan dengan menggunakan alat  tulis  untuk mencatat  bahan-bahan

yang  diperlukan  ke  dalam  buku  catatan,  kemudian  alat  elektronik

(computer)  untuk  mengetik  dan  menyusun  bahan-bahan  yang  telah

diperoleh.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi

masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten

terhadap masalah yang akan diteliti .

Sebagai  cara  untuk menarik kesimpulan  dari  penelitian yang sudah

terkumpul  di  sini  penulis  sebagai  instrumen  analisis,  yang  akan

menggunakan  metode  analisis  Yuridis-kualitatif.  Dalam  arti  bahwa
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melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada

tinjauan normatif  terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan  yang

ada sebagai hukum positif:

a. Bahwa  Undang-undang  yang  satu  dengan  yang  lain  tidak  saling

bertentangan;

b. Bahwa  Undang-undang  yang  derajatnya  lebih  tinggi  dapat

mengesampingkan undang-undang yang ada di bawahnya;

c. Kepastian hukum artinya  Undang-undang yang berlaku benar-benar

dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk menyusun Skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang

memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat. Lokasi Penelitian meliputi :

a. Perpustakaan 

1) Perpustakaan  Fakultas  Hukum  Universitas  Pasundan  Bandung,

Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Telp.  (022)  4262226-4217343

Fax. (022) 4217340 Bandung – 40261.

2) Perpustakaan  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjajaran  Bandung,

Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung.

b. Instansi 

1) Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, Jalan Turangga

Nomor  25,  Kota  Bandung,  Telp.  (022)  733604.  Fax.  (022)
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733605.23

2) Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilu  RI,  Jalan  MH.  Thamrin

Nomor  14,  Gondangdia,  Menteng,  Jakarta  Pusat,  DKI  Jakarta,

Telp. (021) 3905889.24

23 Bawaslu jabar, sekretariat, http://bawaslu-jabarprov.go.id/bawaslu, 
diunduh pada 5 mei 2018, pukul 18.00 .

24 Bawaslu, sekretariat, https://www.bawaslu.go.id/, diunduh pada 5 
mei 2018, pukul 18.11.

https://www.bawaslu.go.id/
http://bawaslu-jabarprov.go.id/bawaslu
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